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Tanah merupakan salah satu kebutuhan dalam kegiatan pembangunan. Untuk memperoleh tanah dalam
kegiatan tersebut, maka pihak instansi yang memerlukan tanah melakukan suatu upaya agar proyek yang
telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Instansi yang memerlukan tanah dalam rangka
pengadaan tanahnya untuk proyek tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan
melakukan perjanjian dengan pemilik tanah. Sebagai salah satu contoh kegiatan pembangunan untuk
kepentingan umum telah direalisasikan pembangunan jalan Outer Ring Road dengan jalan Lenteng Agung.
Permasalahan yang timbul dari pengadaan tanah khususnya untuk kepentingan umum tersebut adalah
masalah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang tanahnya terkena proyek tersebut. Hal ini
disebabkan oleh mekanisme musyawarah dalam penentuan ganti kerugian yang dilakukan masih jauh dari
yang diharapkan. Perjanjian antarainstansi yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah dalam
menentukan besarnya ganti rugi merupakan salah satu aspek dari hukum perjanjian, dimana dalam pasal
1338 KHUPerdata menyatakan kesepakatan itu mengikat bagi mereka yang melaksanakan perjanjian
sebagal undang-undang dan juga dalam pasal 1320 KHUPerdata yang menyatakan syarat sahnya suatu
perjanjian salah satunya adalah adanya kata sepakat diantara mereka yang melakukan perjanjian. Pada tahun
1993 pemerintah telah mengel uarkan Keppres No. 55 tahun 1993 yang mengatur pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Namun dengan keluarnya peraturan baru ini masih jugaterdapat permasalahan di
lapangan dalam rangka pengadaan tanah terutama menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan ganti
kerugian yang disebabkan oleh karena masih terdapat kelemahan dari materi yang diatur dalam Keppres No
55 Tahun 1993.
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